
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 ten tang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun
2019 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam
Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Balangan;

b. bahwa untuk memenuhi tugas-tugas dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah yang
dilaksanakan oleh seluruh aparatur dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Balangan;

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas
kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas
dalam Negeri perlu memperhatikan mekanisme dan
beban biaya atas perjalanan dinas tersebut;

Menimbang

BUPATIBALANGAN,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANATASPERATURANBUPATI BALANGANNOMOR 2 TAHUN2019
TENTANGPROSEDUR PERJALANANDINAS DALAMNEGERI

DILINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATENBALANGAN

TENTANG

PERATURANBUPATIBALANGAN
NOMOR 39 TAHUN 2019

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN
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(2) Perjalanan dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, meliputi :

(1) Pelaksana Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. perjalanan dinas oleh Pejabat Negara (Bupati / WakilBupati);
b. perjalanan dinas oleh PNS yang menduduki jabatan struktural

(Eselon II, Eselon III, Eselon IVdan Eselon V);
c. perjalanan dinas oleh PNSNon Eselon (PNSgolongan IV, golongan
III, golongan II dan golongan I);

d. perjalanan dinas oleh NonPNS;
e. Jaksa Pengacara Negara yang menangani kasus /eengketa
Pemerintah Daerah berdasarkan surat kuasa dari Bupati;

f. Anggota Tim yang dibentuk secara berjenjang dari Pemerintah
Pusat dan melibatkan instansi vertikal yang pembentukannya
berdasarkan perintah perundang- undangan;

yang dilaksanakan atas beban APBD.

Pasal3

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b di ubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2019
tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2019), diubah sebagai berikut :

PasalI

PERATURANBUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANBUPATI BALANGANNOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATENBALANGAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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dinas
pada

(1) Sopir yang membawa Pimpinan melaksanakan perjalanan
keluar Daerah dapat diberikan tarif kamar terendah

~.::::-::.::.~.-;-,..;._--~-;-':::-"--penginapanyang sarna dengan pimpinan yang dibawa.;q "',.'1);\'1' _".~~U~.l.il_ . t
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Pasal33

4. Ketentuan dalam Pasal 33 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3),
sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Dihapus.

(1) Dihapus.

Pasal32

3. Ketentuan dalam Pasal 32 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Penandatanganan surat perintah tugas luar Daerah bagi Pegawai
Tidak Tetap/Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (2) huruf b ditandatangani
oleh Bupati berdasarkan telaahan staf yang sudah disetujui oleh
Bupati.

(1) Penandatanganan surat perintah tugas dalam Daerah bagi Pegawai
Tidak Tetap/Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditandatangani
oleh Kepala SKPD.

Pasal 28 A

2. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 28 A,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Perjalanan dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, huruf f, huruf g dan huruf h dilaksanakan secara selektif dan
terbatas.

a. pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;

b. tenaga Pegawai Tidak Tetap (?'IT) / Pegawai yang dipekerjakan
berdasarkan kontrak kerja yang ditandatangani oleh Bupati atau
Kepala SKPD.

c. Isteri Bupati atau Isteri Wakil Bupati yang mendapatkan undangan
khusus untuk mendampingi Bupati atau Wakil Bupati dalam
acara khusus;

d. ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati dan ajudan pimpinan DPRD;
e. sopir;

f. perorangan/kelompok berprestasi/yang ditunjuk oleh Bupati
sebagai duta/wakil daerah;

g. organisasi semi Pemerintah terdiri dari PKK, Gabungan Organisasi
Wanita dan Darma Wanita Persatuan;

h. tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh
Bupati untuk mengikuti kegiatarr/ acara Pemerintah Daerah,
Pemerintah Provmsi/Pemerintah Pusat.
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BERITADAERAHKABUPATENBALANGANTAHUN2019 NOMOR39

H. RUSKARIAD

Diundangkan <j.iParingin
pada tanggal ~ ~{J.ol.t« ~
SEKRETARISDAERAH
KABUPA ALANGAN,

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Balangan.

Pasal II

(3) Sopir komisi pada DPRDyang melaksanakan tugas mengantar dan
menjemput Anggota Komisi ke bandara hanya diberikan uang saku
selama 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari mengantar dan 1 (satu) hari
menjemput.

(2) Sopir yang melaksanakan tugas melayani tamu dalam kota,
mengantar dan atau menjemput tamu kejdari bandara, hanya
diberikan uang sakujharian selama ditugasi Pimpinan.

(I) Sopir yang melaksanakan tugas mengantar dan menjemput
Pimpinan ke bandara hanya diberikan uang saku selama 2 (dual hari
yaitu 1 (satu) hari mengantar dan 1 (satu) hari menjemput.

Pasal34

5. Ketentuan dalam Pasal 34 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3),
sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Sopir komisi pada DPRD yang membawa Anggota komisi
melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah diberikan biaya
perjalanan dinas dan tarif kamar setara golongan I.

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bupati,
Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala
SKPDdan Staf Ahli Bupati.
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BERITADAERAHKABUPATENBALANGANTAHUN2019 NOMOR39

H. M.!WAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

H. RUSKARIADI

ttd

Salinan sesuai dengan asUnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATENBALANGAN

Diundangkan di Paringin
pada tangga13 September 2019
SEKRETARISDAERAH
KABUPATENBALANGAN,

H. ANSHARUDDIN

ttd

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 September 2019
BUPATIBALANGAN,

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Balangan.

Pasal II

(3) Sopir komisi pada DPRDyang melaksanakan tugas mengantar dan
menjemput Anggota Komisi ke bandara hanya diberikan uang saku
selama 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari mengantar dan 1 (satu) hari
menjemput.

(2) Sopir yang melaksanakan tugas melayani tamu dalam kota,
mengantar dan atau menjemput tamu ke/ dari bandara, hanya
diberikan uang saku/harian selama ditugasi Pimpinan.

(1) Sopir yang melaksanakan tugas mengantar dan menjemput
Pimpinan ke bandara hanya diberikan uang saku selama 2 (dua) hari
yaitu 1 (satu) hari mengantar dan 1 (satu) hari menjemput.

Pasal34

5. Ketentuan dalam Pasal 34 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3),
sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Sopir komisi pada DPRD yang membawa Anggota komisi
melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah diberikan biaya
perjalanan dinas dan tarif kamar setara golongan I.

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bupati,
Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala
SKPDdan Staf AhliBupati.
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